
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Ir Kendari 
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3602); 

a. bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerintah Daerah dan Pasal 1 77 Peraturan 
Pemerintab Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh 
persetujuan Bersama; 

b. bah.wa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan 
rnerupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja 
Pernerintah Daerah. Tahun 2024 yang dijabarkan ke 
dalam kcbijakan umum APBD serta perubahan prioritas 
dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati 
antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 
22 Bulan Agustus Tahun 2024; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari 
Tahun Anggaran 2024; 

WALi KOTA KENDARI, 

DENGAN RAHMAT TOBAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menirnbang 

TENT ANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KOTA KENDARI 
TAHUN ANGGARAN 2024 

PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI 

NOMOR 4 TAHUN 2024 

PROVINSISULAWESITENGGARA 

WAUKOTA KENDARJ 



3. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Repulik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
lndoncsia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional [Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Numur 143, Tarnbahan 
l.ernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomur 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipca Kerja 
rnenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nornor 41, Tarnbahari Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan A.ntara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nornor 4, Tarnbahan Lei:nbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

9. Peraturan Pernerintah Nomor 109 Tahun 2000 tcntang 
Kedudukan Keuangan Kcpala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4028); 

10. Peraturan Pernerintah Nornor 23 Tahun 2005 t.entang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagairnana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ientang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1 71 , Tam ba han 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

11. Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lernbaran Negara Republik 



Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerin tah Daerah kepada 
Pernerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Dacrah, dan Informasi Lapora.n Penyelengga.raan 
Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4693); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4972), 
sebagaimana telab diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerlntah Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 20.18 Nomor 1, Tarnbahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 6177); 

14. Peraruran Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tenrang 
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta 
Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil 
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor !'i 107) 
sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pernerintah Nornor 23 Tahun 2011 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang 
Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil 
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 109, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 

15. Peraturan Pernerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 2010 Nomor 123, Tambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

16. Peraturan. Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Qj 7 ten tang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerint.ah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 604lj; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 rentang 
Hak Keuangan dan Adrninistrasi Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

18. Peraturan Pemeri.ntab Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6322); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 
2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Beianja 
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 



tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tent.ang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
16 Tahun 2011 ten tang Tata Cara Evalua si Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah [Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 525); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tcntang Pedornan Pengelolaan Investasi Pemerintah 
Daerah (Serita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 754); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Bcrita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menceri Dalam Negeri Nornor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

22. Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kernampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operaional (Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1067); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
centang Tata Cara Penghitungan, Pcnganggaran Dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 78 Tahun 2020 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nornor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara 
Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
Partai Politik (Serita Negara Republik Jndonesia Tahun 
2020 Nornor 1777); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Bcrita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 



Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan : 
L. Daerah adalah Kota Kendari. 
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Pcrangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara pernerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang rnenjadi 
kewenangan Pemcrintah Kota Kendari. 

3. WaJi Kora adalah Wali Kota Kendari. 
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah 
yang melaksanakan Urusan Pernerintahan Daerah. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

6. Pembiayaan Daerah adalah sernua penerimaan yang perlu 
dibayar kernbali dan/atau penge!uaran yang akan diterima 

Pasal 1 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2024 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

W ALI KOTA KENDARI 

dan 

DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI 

Dengan Persetujuan Bersama 

Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 431 ); 

27. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 28 Tahun 2017 
tentang Besaran Hak-Hak Keuangan dan Adminisrratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari 
Tahun 20]7 Nomor 28) sebagairnana telah diubah 
beberapa kali tcrakhir dengan Peraturan Daerah Kota 
Kendari Nomor 38 Tahun 2021 teruang Perubahan 
Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 28 
Tahun 2017 ten tang Besaran Hak-Hak Keuangan dan 
Adrninistratif Pirnpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kota Kendari [Lernbaran Daerah Kota 
Kendari Tahun 2021 Nomor 38); 

28. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2018 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kota Kendari Tahun 2017-2022 (Lembaran 
Daerah Kota Keridari Tahun 2018 Nomor 8); 

29. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lernbaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 1, 
Tambahan Lcmbaran Daerah Kota Kendari Nomor 27). 



3. Pembiayaan Daerah 
a. Penerimaan pembiayaan 

1) Semula Rp. 62.887.062.200,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 42.269.102.164.90 
Jumlah penerirnaan pernbiayaan setelah perubahan 

Rp. 105.15n. Hi4.364,90 
b. Pengeluaran pembiayaan 

1) Semula Rp. 61.148.586.552,00 
2) Bertarnbah/(berkurang) Rp. (0,00) 
Jumla.h pengeluaran pembiayaan setela.h perubahan 

Rp. 61.148.586.552,00 
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan 

Rp. 44.007.577.812,90 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 

Rp. 0,00 

1. Pendapatan Daerah 
a. Semula Rp. 1.572.176.556.6 I 2,00 
b. Bcrtambah/fberkurang] Rp. 65.284.583.176,00 

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan 
Rp. 1.637.461.139.788,00 

2. Belanja Daerah 
a. Sernula Rp. l.573.915.032.260,00 
b, Bertamba.h/(berkurang) Ru. 107.553.685.340,90 

Jumlah belanja daerah setclah pcrubahan 
Rp. l.681.468.717.600,90 

(1) APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan 
pembiayaan daerah. 

(2) APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2024 
sernula sebesar Rp. 1.635.063.618.812,00 
bertambah/(berkurang) sebesar Rp. 107.553.685.340,90 
terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan 
pernbiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut : 

Pasal 2 

kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun 
pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

7. Sisa Lebib Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut 
SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerirnaan dan pengeluaran 
anggaran selarna 1 (satu) periode anggaran, 

8. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara 
Pendapatan Daerah dan Bclanja. 

9. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara 
Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah, 

10. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk rnendanai 
kebucuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang 
tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tabun anggaran, 

11. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Dacrah. 
12. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah. 
13. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 
anggaran berkenaan. 

14. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan 
Daerah menerirna sejumlah uang atau menerima rnanfaat yang 
bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani 
kewajiban untuk mernbayar kembali. 



d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 
l) Semula Rp. 129.422.947.084,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 29.070.000.000.00 
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 
Setelah perubahan Rp. 158.492.947.084,00 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; 
1) Semula Rp. 15.000.000.000,00 
2) Bertambah/(berkurang) Ro. 0.00 
.Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 
di pisahkan setelah perubahan Rp. 15.000.000.000,00 

b. Retribusi daerah; 
I) Semula Rp. 63.230.070.000,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.000.000.000,00 
.Jurnlah retribusi daerah setelah perubahan 

Rp. 65.230.070.000,00 

a. Pajak daerah; 
1) Semula Rp. 220.000.000.000,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 7.300.000.000.00 
.Jumlah pajak daerah setelah perubahan 

Rp. 227.300.000.000,00 

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 
huruf a bersurnber dari : 

Pasal 4 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 
l) Semula Rp. 25.553.741.463,00 
2) Bertambah/fberkurang) Rp. 3.382.451 .700.00 
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah 
setelah perubahan Rp. 28.936.193.163,00 

b. Pendapatan transfer 
1) Semula Rp. l.118.969.798.065,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 23.532.131.476.00 
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan 

Rp. l.142.501.929.541,00 

Anggaran pendapatan daerah sebagairnana dimaksud dalam 
Pasal 2, bersurnber dari : 
a. Pendapatan asli daerah 

1) Scmula Rp. 427.653.017.084,00 
2) Berrambah/(berkurang) Rp. 38.370.000.000.00 
Jumlab pendapatan asli daerah setelah perubahan 

Rp. 466.023.017.084,00 

Pasa13 



b. Belanja modal; 
1) Semula Rp. 297.587.166.061,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 67.990.729.610.46 
Jumlab belanja modal setelah perubahan 

Rp. 365.577.895.671,46 

Anggaran Belanja Daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2, 
terdiri atas : 
a. Belanja operasi; 

1) Semula Rp. 1.249.327.866.199,00 
2) Berta.mbah/ (berkurang) Rp. 64.189. 982.001.44 
Jumlah belanja operasi setelah perubahan 

Rp. 1.313.517.848.200,44 

Pasal 7 

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan kctentuan peraturan 
perundang-undangan; 
l) Semula Rp. 25.553.741.463,00 
2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 3.382.451. 700,00 
Jumlah Lain-lain pendaparan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan setelah perubahan 

Rp. 28.936.193.163,00 

o,oo 
0.00 

0,00 

0,00 
0.00 

0,00 

b. Dana darurat 
1) SemuJa Rp. 
2) Bertambab /Iberkurangl R"-""p"-. -------"= 
.Jurnlah dana darurat setelah perubahan 

Rp. 

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 huruf c bersumber dari : 
a. Pendapatan hibah 

1) Semula Rp. 
2) Bertambah/(bcrkurang) '-'R.,,,_p.,..__ --"-= 
.Iumlah pcndapatan hibah setelah perubahan 

Rp. 

Pasal6 

b. Pendapat.an transfer antar daerah. 
1) Semula Rp. 106.652.501.065,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 9.855.897.776,00 
Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah 
Perubahan Rp. 116.508.398.841,00 

Pendapatan transfer sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf b, bersum ber dari : 
a. Pendapatan transfer pernerintah pusat; 

l) Semula Rp.l.012.317.297.000,00 
2) Bcrtambah/(berkurang) Rp. 13.676.233.700,00 
.Jurnlah pendapatan transfer Pemerintah Pusat 
Setelah perubahan Rp. l.025.993.530.700,00 

PasaJ 5 



Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7 
huruf b terdiri atas : 
a. Belanja modal tanah. 

1) Semula Rp. 3.829.042.418,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (454.639.877.00) 
J umlah belanja modal setelah perubahan 

Rp. 3.374.402.54 1,00 

Pasal 9 

e. Belanja bantuan sosial. 
1) Semula Rp. 3.347.000.000,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan 

Rp. 3.347.000.000,00 

d. Belanja hibah; 
1) Semula Rp. 67.102.490.897,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 13.414.804.371,67 
.Jumlah belanja hibah setelah perubahan 

Rp. 80.517.295.268,67 

c. Belanja bunga; 
1) Semula Rp. 21.514.837.717,00 
2) Bertambah/fberkurangl -"Re.tePc.:...· _.,o..,,""o""o 
Jumlah belanja bunga setelah perubahan 

Rp. 21.514.837.717,00 

b. Belanja barang dan jasa; 
1) Semula Rp. 410.245.126.066,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 43.408.699.007,23 
Jumlah belanja barang danjasa setelah perubahan 

Rp. 4:'>3.653.825.073,23 

Anggaran belanja operasional sebagairnana dimaksud dalam Pasal 
7 huruf a terdiri at.as : 
a. Belanja pcgawai; 

l) Semula Rp. 747.118.411.519,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 7.366.478.622.54 
Jumlah belanja pcgawai setelah perubahan 

Rp. 754.484.890.141,54 

Pasa18 

0,00 

d. Belanja transfer. 
1) Semula Rp. 0,00 
2) Bertambah/(berkurang) ...,R'-"'p"-. ,,_0,.,,0""0 

Jumlab belanja transfer setelah perubahan 
Rp. 

c. Belanja tidak terduga; 
1) Sernula Rp. 27.000.000.000,00 
2) Bertambah/ (bcrkurang) Rg. 124.627.026.27 l,OOl 
Jumlah belanja tidak terduga setelah 
Perubahan Rp, 2.372.973.729,00 



0,00 

b. Belanja bantuan keuangan. 
1) Semula Rp. 0,00 
2) Bertambah/Iberkurang] ,:R~p"-. _,cOc,.,.O"-"O 
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah 
Peru bah an Rp. 

0,00 

Anggaran belanja transfer scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
huruf d, terdiri atas : 
a. Belanja bagi hasil, 

l) Semula Rp. 0,00 
2) Bertambah/ (berkurang) ,.,R~P~· _,0~1.,,.00.,,. 
Jumlah belanja bagi basil setelah perubahan 

Rp. 

Pasal 11 

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 7 huruf c, terdi.ri atas belanja tidak terduga, yaitu : 
a) Semula Rp. 27.000.000.000,00 
b) Bertambah/[berkuran.g) Rp. {24.627.026.271,00) 

Jumluah belanja tidak terduga setelah perubahan 
Rp. 2.372.973.729,00 

Pasal 10 

r. Belanja modal asec lainnya, 
1) Scmula Rp. 3.270.080.000,00 
2) I3ercambah/ [berkurang] Rp. 777 .595.045,00 
-Jurnlah belanja modal aset lainnya setelah 
Perubahan Rp. 4.047.675.045,00 

e. Belanja modal aset tetap lainnya, 
I) Semula Rp. 0,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 500.000.000.00 

.Jumlah belanja modal asset tetap lainnya setelah 
Perubahan Rp. 500.000.000,00 

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi. 
1) Semula Rp. 187.285.932.911,00 
2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 39.105.27 l. L 75,64 
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi 
setelah perubahan Rp. 226.391.204.086,64 

c. Belanja modal gedung dan bangunan. 
1) Semula Rp. 71.904.083.104,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 20.740.891.082,82 
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan 
setel ah perubahan Rp. 92.644. 974.186,82 

b. Belanja modal peralatan dan mesin. 
1) Semula Rp. 31.298.027.628,00 
2) Bertambah / ((berkurang) Rp. 7 .321.612. 184 ,00 
Jumlab belanja modal peralatan dan mesin setelah 
Perubahan Rp. 38.619.639.812,00 



0,00 

Anggaran pengeluaran pembiayaan scbagaimana dirnaksud dalam 
Pasal 12 huruf b, terdiri at.as : 
a. Pembentukan dana cadangan; 

1) Semula Rp. 0,00 
2) Bertambah/(berkurang) "'R...,p,.... __;O~,""O,cO 
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah 
Peru bah an Rp. 

Pasal 14 

0,00 

0,00 

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagairnana dimaksud dalam 
Pasal 12 huruf a, terdiri atas : 
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya: 

1) Semula Rp. 62.887.062.200,00 
2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 42 .269.1.02.164,90 
.Jurnlah sisa .lebih perhitungan anggaran tahun 
Sebelumnya sctclah perubahan Rp. 105.156.164.364,90 

b. Pencairan dana cadangan; 
1) Semula Rp. 0,00 
2) Bertambah/(berkurang) ..,R""p.,_. __,.0,.,,0=0 
Jumlah pencairan dana cadangan setelah 
Perubahan Rp. 

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 
1) Semula Rp. 0,00 
2) Bertambah/(berkura.ng) Rp. 0,00 
.Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah setelah 
Perubahan Rp. 

d. Penerimaan pinjaman daerah; 
1) Semula Rp. 0,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah 
Peru bah an Rp. 0,00 

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; 
1) Scrnula Rp. 0,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 
Jumlah penerimaan Kembali pemberian pinjaman 
daerah setelah perubahan Rp, 0,00 

Pasal 13 

Anggaran pernbiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri atas: 
a. Penerimaan pembiayaan; 

1) Semula Rp. 62.887.062.200,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 42.269.102.164.90 
Jurnlah penerimaan pembiayaan setelah 
Perubahan Rp. 105.156.164.364,90 

b. Pengeluaran pembiayaan. 
l) Sernula Rp. 61.]48.586.552,00 
2) Bert.ambah/(berkurang) Rp. 0,00 
Jumlah pengeluaran pern biayaan setelah 
Perubahan Rp. 61.148.586.552,00 

Pasal 12 



(2) Keadaan darurar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. Bencana alam, bencana non-alarn, bcncana sosial dan/atau 

kejadian luar biasa: 
b. Pelaksanaan operasi pencarian dan perlolongan; dan/atau 
c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu 

kcgiatan pelayanan publik. 

(1) Dalarn keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, 
Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum 
tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu 
yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya 
dimasukan dalam Pcrubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2024, dengan 
tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan 
perubahan. Peraturan Wali Kola tcncang Penjabaran Perubahan 
APBD, dan pernberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya 
disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. 

Pasal 16 

(2) Pernbiayaan netto yang merupakan selisih penerirnaan 
pembiayaan terhada.p pengeluaran pembiayaan. 
a. Semula Rp. 1.738.475.648,00 
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 42.269.102.164,90 
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan 

Rp. 44.007.577.812,90 

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran 
belanja daerah rnengakibatkan terjadinya (defisit). 
a. Semula Rp. (1.738.475.648,00) 
h. Bertambah/(berkurang) .fuL.142.269.102.164.90) 
Jumlah selisih antara anggaran pendapatan 
Daerah dengan anggaran belanja daerah 
setelah perubahan Rp. (44.007.577.812,90) 

Pasal 15 

0,00 

d. Pemberian pinjaman daerah; 
1) Semula Rp. 0,00 
2) Bertambah/ [berkurang) ~R~p"-. ..,,Oc,.,,O=O 
Jumlah pernberian pinjaman setelah 
Perubahan Rp. 

c. Pernbayaran cicilan pokok utang yangjatuh tempo; 
l) Semula Rp. 61.148.586.552,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0.00 
-Jumlah pernbayaran cicilan pokok utang yang 
.Jatuh tempo setelah Perubahan Rp.61.148.586.552,00 

0,00 

b. Penyertaan modal daerah; 
1) Semula Rp. 0,00 
2) Bertambah/ (berkurang) ±:R,i,P~· --------"'o,.,. o,,,,o 
Jumlah penyertaan modal daerah setelah 
Perubahan Rp. 



1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi 
Menurut Kelompok dan .Jenis Pendapatan, 
Belanja, dan Pembiayaan; 

2. Larnpiran IT Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi 
Mcnurut Urusan Pemerintahan Daerah dan 
Organisasi, 

3. Lampiran lll Rincian Perubahan APBD menurut Urusan 
Pemerintahan Kegiatan, Kelornpok, Jenis 
Pendapatan, Belanja dan Pcmbiayaan; 

4. Larnpiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut 
Urusan Pernerintahan Daerah, Organisasi, 
Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub 
Kegiacan Beserra Keluaran; 

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah 
Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan 
Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam 
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

6. Lampiran Vl Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk 
Pernenuhan SPM; 

7. Lampiran VTT Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan 
Rancangan Perubahan APBD; 

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub 
Kegiatan Pada RKPD Dan PPAS Dengan 
Peraturan Daerah Tentang APBD; 

9. Lampiran TX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dan 
Prioritas Provinsi Dcngan Program Prioritas 
Kahupaten/Kota 

10. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per 
Golongan dan Per Jabatan; 

11. Lampiran Xl Laporan Keuangan Pernerintah Daerah yang 
telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 
dan 

12. Lampiran Xll Daftar Pinjaman Daerah. 

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam 
Lampiran yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah Kota Kendari ini terdiri dari : 

Pasal 17 

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. Keburuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar 

masyarakal yang anggarannya belum tersedia dalam tahun 
anggaran berjalan; 

b. Belanja dacrah yang bersifat mengikat dan belanja yang 
bersifat wajib; 

c. Pengeluaran daerah yang bcrada diluar kendali Pemerintah 
Daerab dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta 
arnanat peraturan perundang-undangan; dan/atau 

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan 
menimbulkan kerugian yang lcbih besar bagi Pemerintah 
Daerah dan/atau masyarakat. 



LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2024 NOMOR : '1 
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI : (4/71/2024) 

l/tn~ kt:::-j-~ 
ERLIS SAD~;~ANA 

Diundangkan di Kendari 
pada tanggal ti. 11 - 2024 

Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI 

Pj. WALi KOTA KENDARI 

Ditetapkan di Kendari 
pada tanggal ii - // - 2024 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetabuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daorah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran 
Daerah Kota Kendari. 

Wali Kota Kendari menetapkan Peraturan Wall Kota Kendari 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. 

Pasal 18 

Pasal 19 
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